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1 RANCANGAN
UNDANG-UNDANG

REPUBLIKINDONESIA
NOMOR...TAHUN....

TENTANG
PERUBAHANATASUNDANG-UNDANGNOMOR4TAHUN

2009TENTANGPERTAMBANGANMINERALDAN
BATUBARA

2 DENGANRAHMATTUHAN
YANGMAHAESA

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,
3 Menimbang:

a.bahwamineraldanbatubarayangberadadidalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
merupakansumberdayadankekayaanalamyangtidak
terbarukansebagaikaruniaTuhanYangMahaEsa,yang
memilikiperanpentingdanmemenuhihajathiduporang
banyak dikuasaioleh Negara untuk menunjang
pembangunan nasional yang berkelanjutan guna
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mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secaraberkeadilan;

4 b.bahwa kegiatan usaha pertambangan mineraldan
batubara mempunyai peranan penting dalam
memberikan nilai tambah secara nyata bagi
pertumbuhan ekonominasionaldan pembangunan
daerahsecaraberkelanjutan,yangpenyelenggaraannya
masihterkendalakewenanganantaraPemerintahPusat
dan Pemerintah Daerah,perizinan,pengolahan dan
pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat
terdampak, data dan informasi pertambangan,
pengawasan,dan sanksi,sehingga penyelenggaraan
pertambanganmineraldanbatubarakurangberjalan
efektifdanbelum dapatmemberinilaitambahyang
optimal;

5 c.bahwapengaturanmengenaipertambanganmineraldan
batubarayangsaatinidiaturdalam Undang-Undang
Nomor4Tahun2009tentangPertambanganMineral
dan Batubara masih belum dapat menjawab
perkembangan,permasalahan,dankebutuhanhukum
dalam penyelenggaraan pertambangan mineraldan
batubara,sertamasihperludisinkronisasikandengan
ketentuanperaturanperundang-undanganterkaitagar
dapatmenjadidasarhukum yangefektif,efisien,dan
komprehensifdalampenyelenggaraanpertambangan;

6 d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksudkndalam hurufa,hurufb,danhurufc,perlu
membentukUndang-UndangtentangPerubahanAtas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
PertambanganMineraldanBatubara;
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7 Mengingat:
Pasal20,Pasal20Aayat(1),danPasal33ayat(2)danayat
(3)Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun
1945;

8 DenganPersetujuanBersama
DEWANPERWAKILANRAKYATREPUBLIKINDONESIA

dan
PRESIDENREPUBLIKINDONESIA

9 MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANGTENTANGPERUBAHANATASUNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGANMINERALDANBATUBARA.

10 PasalI

BeberapaketentuandalamUndang-UndangNomor4Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor4,
TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor
4959),diubahsebagaiberikut:

11 1.KetentuanPasal1angka19,angka20,angka36,angka
37,danangka38diubah,diantaraangka6danangka7
disisipkan3(tiga)angka,yakniangka6a,angka6b,dan
angka6c,diantaraangka35danangka36disisipkan1
(satu)angka,yakniangka35a,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

12 Pasal1
DalamUndang-Undanginiyangdimaksuddengan:

13 1.Pertambanganadalahsebagianatauseluruhtahapan
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kegiatan dalam rangka penelitian,pengelolaan dan
pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,
konstruksi,penambangan,pengolahandanpemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang.

14 2.Mineraladalahsenyawaanorganikyangterbentukdi
alam, yangmemilikisifatfisik dan kimia tertentu
serta susunan kristalteraturataugabungannyayang
membentukbatuan,baikdalambentuklepasataupadu.

15 3.Batubaraadalah endapan senyawaorganikkarbonan
yang terbentuk secara alamiah darisisa tumbuh-
tumbuhan.

16 4.PertambanganMineraladalahpertambangankumpulan
mineralyangberupabijihataubatuan,diluarpanas
bumi,minyakdangasbumi,sertaairtanah.

17 5.PertambanganBatubaraadalahpertambanganendapan
karbonyangterdapatdidalam bumi,termasukbitumen
padat,gambut,danbatuanaspal.

18 6.Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka
pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi
tahapankegiatanpenyelidikanumum,eksplorasi,studi
kelayakan,konstruksi,penambangan,pengolahandan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta
pascatambang.

19 6a.Kuasa Pertambangan Mineraldan Batubara adalah
kuasayangdiberikannegarakepadaPemerintahPusat.

20 6b.Kontrak Karya adalah perjanjian antara
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pemerintah denganperusahaanberbadanhukum
Indonesiadalamrangkapenanamanmodalasingdalam
rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan
galian,tidaktermasukminyakbumi,gasalam,panas
bumi,radioaktif,danbatubara.

21 6c.PerjanjianKaryaPengusahaanPertambanganBatubara
adalahperjanjianantaraPemerintahRepublikIndonesia
denganperusahaanswastaasingataupatunganantara
asingdengannasionaluntukpengusahaanbatubara

22 7.Izin Usaha Pertambangan,yang selanjutnya disebut
IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.

23 8.IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan
untukmelakukantahapankegiatanpenyelidikanumum,
eksplorasi,danstudikelayakan.

24 9.IUPOperasiProduksiadalahizinusahayangdiberikan
setelah selesaipelaksanaan IUP Eksplorasi untuk
melakukantahapankegiatanoperasiproduksi.

25 10.IzinPertambanganRakyat,yangselanjutnyadisebut
IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat
denganluaswilayahdaninvestasiterbatas.

26 11.Izin Usaha Pertambangan Khusus,yang selanjutnya
disebutdenganIUPK,adalahizinuntukmelaksanakan
usaha pertambangan di wilayah izin usaha
pertambangankhusus.

27 12.IUPKEksplorasiadalahizinusahayangdiberikanuntuk
melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,
eksplorasi,danstudikelayakandiwilayahizinusaha
pertambangankhusus.
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28 13.IUPKOperasiProduksiadalahizinusahayangdiberikan
setelahselesaipelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk
melakukan tahapan kegiatan operasiproduksidi
wilayahizinusahapertambangankhusus.

29 14.Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan
pertambangan untuk mengetahuikondisigeologi
regionaldanindikasiadanyamineralisasi.

30 15.Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha
pertambangan untukmemperoleh informasisecara
terperincidan telititentang lokasi,bentuk,dimensi,
sebaran,kualitas dan sumber daya terukur dari
bahan galian,serta informasimengenailingkungan
sosialdanlingkunganhidup.

31 16.Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha
pertambanganuntukmemperolehinformasisecararinci
seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan
kelayakanekonomisdanteknisusahapertambangan,
termasukanalisismengenaidampaklingkunganserta
perencanaanpascatambang.

32 17.OperasiProduksiadalah tahapan kegiatan usaha
pertambanganyangmeliputikonstruksi,penambangan,
pengolahan,pemurnian,termasukpengangkutandan
penjualan, serta sarana pengendalian dampak
lingkungansesuaidenganhasilstudikelayakan.

33 18.Konstruksiadalah kegiatan usaha pertambangan
untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas
operasi produksi,termasuk pengendalian dampak
lingkungan.

34 19.Penambangan adalah bagian kegiatan usaha
pertambangan untuk mengambilmineraldan/atau
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batubarasertamineralikutannya.
35 20.Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha

pertambanganuntukmeningkatkanmutubijihmineral
dan/atau batubara serta memanfaatkan dan
memperolehmineralikutan,dimanadalam halbahan
galianmineralmenjadibentukakhirberupakonsentrat
dengannilaitambah75%(tujuhpuluhlimapersen)atau
produklainyangmemilikinilaiekonomilebihtinggi.

36 21.Pengangkutan adalah kegiatan usaha
pertambangan untukmemindahkanmineraldan/atau
batubara daridaerah tambang dan/ atau tempat
PengolahandanPemurniansampaitempatpenyerahan.

37 22.Penjualanadalahkegiatanusahapertambanganuntuk
menjualhasilpertambanganmineralataubatubara.

38 23.Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang
bergerak di bidang pertambangan yang didirikan
berdasarkanhukumIndonesiadanberkedudukandalam
wilayahNegaraKesatuanRepublikIndonesia.

39 24.Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang
berkaitandengankegiatanusahapertambangan.

40 25.Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang
selanjutnya disebutamdal,adalahkajianmengenai
dampak besardan penting suatu usaha dan/atau
kegiatanyangdirencanakanpadalingkunganhidupyang
diperlukanbagiprosespengambilankeputusantentang
penyelenggaraanusahadan/ataukegiatan.

41 26.Reklamasiadalahkegiatanyangdilakukansepanjang
tahapan usaha pertambangan untuk menata,
memulihkan,danmemperbaikikualitaslingkungandan
ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai
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peruntukannya.
42 27.Kegiatan pascatambang,yang selanjutnya disebut

pascatambang,adalahkegiatanterencana,sistematis,
danberlanjutsetelahsebagianatauseluruhkegiatan
usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi
lingkunganalamdanfungsisosialmenurutkondisilokal
diseluruhwilayahpenambangan.

43 28.Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk
meningkatkan kemampuan masyarakat,baik secara
individualmaupun kolektif,agarmenjadilebih baik
tingkatkehidupannya.

44 29.WilayahPertambangan,yangselanjutnyadisebutWP,
adalahwilayahyangmemilikipotensimineraldan/atau
batubaradantidakterikatdenganbatasanadministrasi
pemerintahanyangmerupakanbagiandaritataruang
nasional.

45 30.Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya
disebutWUP,adalahbagiandariWPyangtelahmemiliki
ketersediaandata,potensi,dan/atauinformasigeologi.

46 31.Wilayah IzinUsahaPertambangan,yangselanjutnya
disebutWIUP,adalahwilayahyangdiberikankepada
pemegangIUP.

47 32.WilayahPertambanganRakyat,yangselanjutnyadisebut
WPR,adalahbagian dari WP tempat dilakukan
kegiatanusahapertambanganrakyat.

48 33.WilayahPencadanganNegara,yangselanjutnyadisebut
WPN,adalahbagiandariWPyangdicadangkanuntuk
kepentinganstrategisnasional.

49 34.WilayahUsahaPertambanganKhususyangselanjutnya
disebutWUPK,adalahbagiandariWPN yangdapat
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diusahakan.
50 35.Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam

WUPK, yangselanjutnya disebut WIUPK, adalah
wilayahyangdiberikankepadapemegangIUPK.

51 35a.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi,baikyangberbadanhukum maupunyang
tidakberbadanhukum.

52 36.PemerintahPusatadalahPresidenRepublikIndonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
RepublikIndonesiayangdibantuolehWakilPresiden
danmenterisebagaimanadimaksuddalam Undang-
UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945.

53 37.PemerintahDaerahadalahkepaladaerahsebagaiunsur
penyelenggaraPemerintahanDaerahyangmemimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangandaerahotonom.

54 38.Menteriadalahmenteriyangmenyelenggarakanurusan
pemerintahandibidangpertambangandanenergi.

55 2.JudulBabIIIdiubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:
56 BABIII

PENGUASAANDANPENGUSAHAANMINERALDAN
BATUBARA

57 3.KetentuanPasal4diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

58 Pasal4
(1)MineraldanBatubarasebagaisumberdayaalam yang

tak terbarukan merupakan kekayaan nasionalyang
dimilikidandikuasaiolehnegarauntuksebesar-besar
kesejahteraanrakyat.

59 (2)KepemilikandanpenguasaanMineraldanBatubaraoleh
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negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai
pemegangKuasaPertambanganMineraldanBatubara.

60 (2)Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)
dilaksanakan melaluifungsikebijakan,pengaturan,
pengurusan,pengelolaandanpengawasan.

61 4.KetentuanPasal5diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

62 Pasal5
(1)Untukkepentingannasional,PemerintahPusatsetelah

berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan
pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk
kepentingandalamnegeri.

63 (2)Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk
menetapkanjumlahproduksidanhargakhusustiap-tiap
komoditaspertahunsecaranasional.

64 (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan
Mineraldan/atauBatubara untuk kepentingandalam
negeri sebagaimana dimaksudpadaayat(1)dan
pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)danayat(3)diaturdengan
PeraturanPemerintah.

65 (4)Ketentuan lebih lanjut mengenai harga khusus
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)danayat(3)diatur
denganPeraturanMenteri.

66 5.DiantaraBABIIIdanBABIVdisisipkan1(satu)BAB,
yakniBABIIIAsehinggaberbunyisebagaiberikut:

67 BABIIIA
PERENCANAAN
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68 Pasal5A
(1)Perencanaan Pertambangan Mineraldan Batubara

dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah,
menyeluruh,transparandanakuntabel.

69 (2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukanPemerintahPusatatauPemerintahDaerah
sesuaidengan kewenangannya dengan berdasarkan
pada:

70 a.dayadukungsumberdayaalam danlingkungan
menurutdatadaninformasigeospasialdasardan
tematik;

71 b.pelestarianlingkunganhidup;
72 c.rencanatataruangwilayah;
73 d.perkembanganilmupengetahuandanteknologi;
74 e.tingkatpertumbuhanekonomi;
75 f.prioritaspemberianjenisizintambang;
76 g.jumlahdanluaswilayahpertambangan;
77 h.kecukupanlahanpertambangan;
78 i. jumlahcadanganMineraldanBatubara;dan
79 j. ketersediaanprasaranadansarana.

UsulanKKP
Ditambahkanhurufk
yangberbunyi
rencana tata ruang
laut dan/atau
rencanazonasi.

80 (3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
merupakanbagianyangintegraldari:

81 a.rencanapembangunannasional;
82 b.rencanapembangunandaerah;
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83 c.rencanapembangunanPertambanganMineraldan
Batubara;

84 d.rencanaanggaranpendapatandanbelanjanegara;
dan

85 e.rencanaanggaranpendapatandanbelanjadaerah.
86 Pasal5B

PerencanaansebagaimanadimaksuddalamPasal5Apaling
sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang
PertambanganMineraldanBatubara.

87 6.Ketentuanayat(1)hurufe,hurufn,danhurufuPasal6
diubahdandiantaraPasal6ayat1hurufidanhurufj
disisipkansatuhurufyaituhurufi1,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

88 Pasal6
(1)Pemerintah Pusatdalam pengelolaan pertambangan

mineraldanbatubara,berwenangdalam:
89 a.penetapankebijakannasional;
90 b.pembuatanperaturanperundang-undangan;
91 c.penetapanstandarnasional,pedoman,dankriteria;
92 d.penetapansistem perizinanPertambanganMineral

danBatubaranasional;
93 e.penetapanWP yangdilakukansetelahditentukan

oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyadanberkonsultasidenganDewan
PerwakilanRakyatRepublikIndonesia;

94 f.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik
masyarakat,danpengawasanUsahaPertambangan
yangberadapadalintaswilayahPemerintahDaerah
sesuaidengankewenangannya;

95 g.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik
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masyarakat,danpengawasanUsahaPertambangan
yanglokasipenambangannyaberadapadalintas
wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya;

96 h.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik
masyarakat,danpengawasanUsahaPertambangan
operasi produksi yang berdampak lingkungan
langsunglintasPemerintahDaerahsesuaidengan
kewenangannya

97 i. pemberian IUPK Eksplorasidan IUPK Operasi
Produksi;

98 j. memberikanizinpengolahanMineraltanahjarang
danMineralyangmengandungunsurradioaktif;

99 k.pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,yang telah
menimbulkankerusakanlingkungansertayangtidak
menerapkankaidahpertambanganyangbaik;

100 l. penetapan kebijakan produksi, pemasaran,
pemafaatan,dankonservasi;

101 m.penetapan kebijakan kerja sama,kemitraan,dan
PemberdayaanMasyarakat;

102 n.perumusandanpenetapanpenerimaannegarabukan
pajakdarihasilUsahaPertambanganMineraldan
Batubara;

UsulanKKP:
Ditambahkanhuruf0
yangberbunyi
mengintegrasikan
WP,IUP,danIUPKke
dalam rencana tata
ruang wilayah
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dan/atau rencana
zonasi;

103 o.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pengelolaanPertambanganMineraldanBatubara
yangdilaksanakanolehPemerintahDaerahsesuai
dengankewenangannya;

104 p.pembinaandanpengawasanpenyusunanperaturan
daerahdibidangpertambangan;

105 q.penginventarisasian,penyelidikan,dan penelitian
sertaEksplorasidalamrangkamemperolehdatadan
informasiMineraldan Batubara sebagaibahan
penyusunanWUPdanWPN;

106 r.pengelolaan informasigeologi,informasipotensi
sumberdayaMineraldanBatubara,sertainformasi
Pertambanganpadatingkatnasional;

107 s.pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi
lahandanPascatambang;

108 t.penyusunan neraca sumber daya Mineraldan
Batubaratingkatnasional;

109 u.pengembangan dan peningkatan nilai tambah
kegiatanUsahaPertambangan;dan

110 v.peningkatankemampuanaparaturPemerintahPusat
dan Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam penyelenggaraan
pengelolaanUsahaPertambangan

111 (2)KewenanganPemerintahPusatsebagaimanadimaksud
padaayat(1)dilaksanakansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.

112 7.KetentuanPasal7diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:



NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN

113 Pasal7
(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya

dalampengelolaanPertambanganMineraldanBatubara,
berwenang:

114 a.pembuatanperaturanperundang-undangandaerah;
115 b.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik

masyarakatdanpengawasanUsahaPertambangan.
116 c.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaian konflik

masyarakatdanpengawasanUsahaPertambangan
operasiproduksi;

117 d.pemberian IUP,pembinaan,penyelesaianbkonflik
masyarakatdanpengawasan UsahaPertambangan
yang berdampak lingkunganlangsung;

118 e.penginventarisasian,penyelidikan dan penelitian
serta Eksplorasidalam rangkamemperolehdata
daninformasiMineraldanBatubarasesuaidengan
kewenangannya;

119 f.pengelolaan informasigeologi,informasipotensi
sumberdayaMineraldanBatubara,sertainformasi
Pertambangan pada daerah/wilayah Pemerintah
Daerahsesuaidengankewenangannya;

120 g.penyusunan neraca sumber daya Mineraldan
Batubarapadadaerah/wilayah;

121 h.pengembangan dan peningkatan nilai tambah
kegiatan UsahaPertambangan;

122 i. pengembangan dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam Usaha Pertambangan dengan
memperhatikankelestarianlingkungan;

123 j. pengoordinasian perizinan dan pengawasan
penggunaan bahanpeledakdiwilayahtambang
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sesuaidengankewenangannya;
124 k.penyampaian informasi hasil inventarisasi,

PenyelidikanUmum,danpenelitiansertaEksplorasi
kepada Menteridan Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenangannya;

125 l. penyampaian informasihasilproduksi,penjualan
dalamnegeri,sertaeksporkepadaMenteri;

126 m.pembinaan dan pengawasan terhadap
Reklamasi lahanPascatambang;dan

127 n.peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah
Daerah dalampenyelenggaraanpengelolaanUsaha
Pertambangan.

UsulanKKP
Menambahkan
huruf o yang
berbunyi
mengintegrasikan
WP,IUP,danIUPKke
dalam rencana tata
ruang wilayah
dan/atau rencana
zonasi wilayah
pesisir dan pulau-
pulaukecilProvinsi

128 (2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dilaksanakansesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.

129 8.DiantaraPasal7danPasal8disipkanketentuanPasal7A
yangberbunyisebagaiberikut:

130 Pasal7A
Dalam halpemohonIUP merupakanbadanusahamilik
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negaraataupenanam modalasing,izindiberikanoleh
Menteri.

131 9.KetentuanPasal8dihapus.
132 10.Ketentuanayat(2)Pasal9diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:
133 Pasal9

(1)WPsebagaibagiandaritataruangnasionalmerupakan
landasanbagipenetapankegiatanPertambangan.

UsulanKKP
Rumusan Pasal9
ayat (1)
disempurnakan
menjadi
WP sebagaibagian
dari tata ruang
nasionalmerupakan
landasan bagi
penetapan kegiatan
Pertambangan

UsulanKKP
Ditambahkan ayat
(2)yangberbunyi
WP dipadukan,
diselaraskan, dan
diseimbangkan
denganrencanatata
ruang wilayah
nasionaldanrencana
tataruanglaut;

134 (2)WPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh
PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannyadan
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat
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RepublikIndonesia.
135 11.KetentuanPasal10diubahsehinggaberbunyisebagai

berikut:
136 Pasal10

PenetapanWPsebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat
(2)wajibdilaksanakan:

137 a.secara transparan,partisipatif,dan bertanggung
jawab;

138 b.secaraterpadudenganmengacupadapendapatdari
instansipemerintahterkait,masyarakatterdampak,
dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi,
ekonomi,hakasasimanusia,dansosialbudaya,serta
berwawasanlingkungan;dan

Diwajibkan
dilakukankoordinasi
dengank/lterkait

139 c.denganmemperhatikanaspirasidaerah.
140 12.KetentuanPasal11diubahsehinggaberbunyisebagai

berikut:
141 Pasal11

(1)Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenagannyawajibmelakukanpenyelidikan
danpenelitianPertambangandalam rangkapenyiapan
WP.

142 (2)Pelaksanaanpenyelidikandanpenelitiansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)dapatditugaskankepadabadan
usahamiliknegaradanbadanusahamilikdaerah.

143 13.KetentuanPasal14diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

144 Pasal14
(1)Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat

setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenangannyadandisampaikansecaratertulis
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kepadaDewanPerwakilanRakyatRepublikIndonesia.
145 (2)Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukanolehPemerintahDaerahyangbersangkutan
berdasarkan data dan informasi yang dimiliki
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenangannya.

146 14.KetentuanPasal15diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

147 Pasal15
Pemerintahdapatmelimpahkansebagiankewenangannya
dalampenetapanWUPsebagaimanadimaksuddalamPasal
14 ayat(1)kepadaPemerintah Daerah sesuaidengan
kewenangannya.

UsulanKKP
DitambahkanPasal
15 ayat(2)yang
berbunyi sebagai
berikut
Pemerintah Daerah
mengintegrasikan
WIUP sebagaimana
dimaksudpadaayat
(1)kedalamrencana
tata ruang wilayah
dan rencana zonasi
wilayah pesisirdan
pulau-pulau kecil
Provinsi

148 15.KetentuanPasal17diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

149 Pasal17
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(1)LuasdanbatasWIUP Minerallogam danBatubara
ditetapkan olehPemerintahPusatsetelahditentukan
olehPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya
berdasarkan kriteria yang dimilikioleh Pemerintah
Pusat.

150 (2)Dalam halWIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat, pemanfaatan potensi sumberdaya Mineral
dan/atau Batubara yang terdapat di dalamnya
diprioritaskanuntukkegiatanUsahaPertambangan.

151 16.KetentuanhuruffPasal22dihapussehinggaPasal22
berbunyisebagaiberikut:

152 Pasal22
KriteriauntukmenetapkanWPRadalahsebagaiberikut:

153 a.mempunyaicadanganMineralsekunderyangterdapatdi
sungaidan/ataudiantaratepidantepisungai;

154 b.mempunyaicadangan primerlogam atau Batubara
dengankedalamanmaksimal25(duapuluhlima)meter;

155 c.endapanteras,dataranbanjir,danendapansungaipurba;
156 c.luasmaksimalWPRadalah25(duapuluhlima)hektar;

dan/atau
157 d.menyebutkanjeniskomoditasyangakanditambang.
158 e.dihapus.
159 17.DiantaraPasal27danPasal28disisipkansatupasal

yaituPasal27Ayangberbunyisebagaiberikut:
160 Pasal27A

Hasilpengurangan,penciutan,dan/atau penghitungan
kembaliwilayah kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara serta hasil
rekonsiliasiIUP yangdinyatakanbermasalah,ditetapkan
sebagai WPN setelah mendapat persetujuan Dewan
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PerwakilanRakyatRepublikIndonesia.
161 18.KetentuanPasal35diubahsehinggaberbunyisebagai

berikut:
162 Pasal35

(1)Usahapertambangandalam bentukKontrakKaryadan
PerjanjianKaryaPengusahaanPertambanganBatubara
diubahmenjadiizin.

163 (2)SetiaporangyangmelakukanUsahaPertambanganwajib
memilikiizin.

164 (3)Izinsebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilaksanakan
dalambentuk:

165 a.IUP;
166 b.IUPK;atau
167 b.IPR.
168 19.KetentuanPasal36,substansitetapdanpenjelasannya

diubah.
169 20.Ketentuanhurufadihapusdanhurufbdiubah,sehingga

Pasal37berbunyisebagaiberikut:
170 Pasal37

IUPdiberikanoleh:
171 a.dihapus.
172 b.Kepaladaerahsesuaidengankewenangannyaapabila

WIUPberadadidalamsatuwilayahkabupaten/kotaatau
lintaswilayahkabupaten/kotadalam 1(satu)provinsi,
setelahmendapatkanrekomendasidarikepaladaerahdi
bawahnyasetempatsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan;dan

173 c.Menteriapabila WIUP berada pada lintas wilayah
provinsisetelahmendapatkan rekomendasi dari
gubernurdan bupati/walikotasetempatsesuaidengan
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ketentuanperaturanperundang-undangan.
174 21.KetentuanhurufcPasal38dihapussehinggaPasal38

berbunyi:
175 Pasal38

IUPdiberikankepada:
176 a.BadanUsaha;dan
177 b.koperasi.
178 c.dihapus.
179 22.Ketentuanayat(3)danayat(6)Pasal40diubah,dan

diantaraayat(1)danayat(2)disisipkansatuayatyakni
ayat(1a)sehinggaberbunyisebagaiberikut:

180 Pasal40
(1)IUPsebagaimanadimaksuddalam Pasal36ayat(1)

diberikanuntuk1(satu)jenisMineralatauBatubara.
181 (1a)PemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dapatmemilikilebihdari1(satu)IUPdalamsatu
wilayahprovinsidengankomoditastambangyangsama.

182 (2)PemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
yangmenemukanminerallain didalam WIUP yang
dikeloladiberikanprioritasuntukmengusahakannya.

183 (3)PemegangIUPyangbermaksudmengusahakanMineral
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2),wajib
mengajukanpermohonanIUPbarukepadaMenteriatau
PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.

184 (4)PemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(2)
dapatmenyatakantidakberminatuntuk mengusahakan
Minerallainyangditemukantersebut.

185 (5)Pemegang IUP yang tidak berminat untuk
mengusahakan Mineral lain yang ditemukan
sebagaimanadimaksudpadaayat(4),wajibmenjaga
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Minerallaintersebutagartidakdimanfaatkanpihaklain.
186 (6)IUPuntukMinerallainsebagaimanadimaksudpadaayat

(4)danayat(5)dapatdiberikankepadapihaklainoleh
Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenagannya.

187 23.KetentuanPasal42,substansitetapdanpenjelasannya
diubahsehinggarumusanpenjelasanPasal42adalah
sebagaimanatercantum dalam PenjelasanPasaldemi
PasalAngka20Undang-Undangini.

188 24.KetentuanPasal44diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

189 Pasal44
IzinsementarasebagaimanadimaksuddalamPasal43ayat
(2)diberikanolehMenteriatauPemerintahDaerahsesuai
dengankewenangannya.

190 25.Ketentuanayat(2)Pasal46diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

191 Pasal46
(1)Setiappemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk

memperoleh IUPOperasiProduksisebagaikelanjutan
kegiatanusahapertambangannya.

192 (2)IUPOperasiProduksidapatdiberikan kepada Badan
Usahaataukoperasi,atashasilpelelanganWIUPMineral
logam atauBatubarayangtelahmempunyaidatahasil
kajianStudiKelayakan.

193 26.KetentuanPasal47ditambahsatuayatyaituayat(6)
sehinggaPasal47berbunyisebagaiberikut:

194 Pasal47
(1)IUP OperasiProduksiuntukPertambangan Mineral

logam dapatdiberikandalamjangkawaktupalinglama
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20(duapuluh)tahundandapatdiperpanjang2(dua)kali
masing-masing10(sepuluh)tahun.

195 (2)IUPOperasiProduksiuntuk Pertambangan Mineral
bukan logam dapatdiberikandalam jangkawaktu
palinglama10(sepuluh)tahundandapatdiperpanjang
2(dua)kalimasing-masing5(lima)tahun.

196 (3)IUPOperasiProduksiuntuk Pertambangan Mineral
bukan logam jenis tertentu dapatdiberikan dalam
jangkawaktupaling lama20(duapuluh)tahundan
dapatdiperpanjang 2 (dua)kalimasing-masing 10
(sepuluh)tahun.

197 (4)IUP OperasiProduksiuntuk Pertambangan batuan
dapatdiberikandalam jangkawaktupalinglama5
(Iima)tahundandapatdiperpanjang2(dua)kalimasing-
masing5(lima)tahun.

198 (5)IUPOperasiProduksiuntukPertambanganBatubara
dapatdiberikandalamjangkawaktupalinglama20(dua
puluh)tahun,dan dapatdiperpanjang 2 (dua)kali
masing-masing10(sepuluh)tahun.

199 (6)IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan
fasilitas PengolahandanPemurnianataupembangkit
listriktenagauapdapatdiberikandalam jangkawaktu
paling lama 20 (dua puluh)tahun,dan mendapat
perpanjangansecaralangsungpalinglama20(dua
puluh)tahun serta dapatdiperpanjang selama 10
(sepuluh)tahun.

200 27.KetentuanPasal48diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

201 Pasal48
IUPOperasiProduksidiberikanoleh:
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202 a.PemerintahDaerahsesuai dengan kewenangannya
apabila lokasiPenambangan,lokasiPengolahan dan
Pemurnian, serta pelabuhanberadadidalam satu
wilayahkabupaten/kotaataudalamwilayah

203 b.Menteriapabila lokasi Penambangan, lokasi
Pengolahan danPemurnian,sertapelabuhanberadadi
dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah
mendapatkan rekomendasidariPemerintah Daerah
sesuaidengankewenangannyasetempatsesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pengaturan terkait
pembangunan
pelabuhankhusus
Tidak diberikan
konsesi
pertambangan
untuk di pulau-
pulaukecil

204 28.KetentuanPasal51diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

205 Pasal51
(1)WIUPMinerallogam diberikan kepada Badan Usaha

dankoperasidengancaralelang.
206 (2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digolongkansesuai:
207 a.kemampuanadministratif/manajemen;
208 b.kemampuanteknis;
209 c.kemampuanpengelolaanlingkungan;dan
210 d.kemampuanfinansial.
211 (3)Ketentuanlebihlanjutmengenailelangsebagaimana



NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN

dimaksud pada ayat (1)diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

212 29.KetentuanPasal52diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

213 Pasal52
(1)PemegangIUPEksplorasiMinerallogam diberiWIUP

dengan luaspalingbanyak100.000(seratusribu)
hektar.

214 (2)PemberianIUPekplorasisebagaimanadimaksudpada
ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:

215 a.tataruang; UsulanKKP
Penyempurnaan
rumusanPasal52
ayat (2) huruf a
menjadi
Rencanatataruang
wilayah
UsulanKKP
Menambahkan
Pasal52 ayat(2)
hurufb
rencanatataruang
lautatau rencana
zonasi

216 b.pelestarianlingkungan;
217 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam

satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatau
antarProvinsi,kabupaten,kota;

218 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan
jenisizinPertambanganyanglain;
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219 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;
220 f.kecukupanlahan;dan
221 g.jumlahcadanganMinerallogam.
222 (3)PadawilayahyangtelahdiberikanIUPEksplorasiMineral

logam dapatdiberikanIUP kepadapihaklainuntuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda.

223 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapat
daripemegangIUPpertama.

224 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallain
yangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksud
padaayat(3).

225 30.KetentuanPasal54diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

226 Pasal54
WIUPMineralbukanlogam diberikankepadaBadanUsaha
dankoperasidengan cara permohonan wilayah kepada
pemberiizinsebagaimanadimaksuddalamPasal37

227 31.KetentuanPasal55diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

228 Pasal55
(1)PemegangIUPEksplorasiMineralbukanlogam diberi

WIUPdenganluaspalingbanyak25.000(duapuluhlima
ribu)hektar.

229 (2)PemberianIUPEkplorasisebagaimanadimaksudpada
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ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:
230 a.tataruang; UsulanKKP

Penyempurnaan
rumusanPasal55
ayat (2) huruf a
menjadi
Rencanatataruang
wilayah
UsulanKKP
Menambahkan
Pasal55 ayat(2)
hurufb
rencanatataruang
lautatau rencana
zonasi

231 b.pelestarianlingkungan;
232 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam

satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatau
antarProvinsi,kabupaten,kota;

233 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan
jenisizinPertambanganyanglain;

234 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;
235 f.kecukupanlahan;dan
236 g.jumlahcadanganMineralbukanlogam.
237 (3)PadawilayahyangtelahdiberikanIUPEksplorasiMineral

bukanlogam dapatdiberikanIUPkepadapihaklain
untukmengusahakanMinerallainyangketerdapatannya
berbeda.

238 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapat
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daripemegangIUPpertama.
239 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk

mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallain
yangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksud
padaayat(3).

240 32.KetentuanPasal57diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

241 Pasal57
WIUPbatuandiberikankepadaBadanUsahadankoperasi
dengan cara permohonan wilayah kepada pemberiizin
sebagaimanadimaksuddalamPasal37.

242 33.KetentuanPasal58diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

243 Pasal58
(1)PemegangIUPEksplorasibatuandiberiWIUPdengan

luaspalingbanyak5.000(limaribu)hektar.
244 (2)PemberianIUPekplorasisebagaimanadimaksudpada

ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:
245 a.tataruang; UsulanKKP

Penyempurnaan
rumusanPasal58
ayat (2) huruf a
menjadi
Rencanatataruang
wilayah
UsulanKKP
Menambahkan
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Pasal58 ayat(2)
hurufb
rencanatataruang
lautatau rencana
zonasi

246 b.pelestarianlingkungan;
247 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam

satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatau
antarProvinsi,kabupaten,kota;

248 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan
jenisizinPertambanganyanglain;

249 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;
250 f.kecukupanlahan;dan
251 g.jumlahcadanganbatuan.
252 (3)PadawilayahyangtelahdiberikanIUPEksplorasibatuan

dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda.

253 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapat
daripemegangIUPpertama.

254 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallain
yangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksud
padaayat(3).

255 34.KetentuanPasal60diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:
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256 Pasal60
(1)WIUPbatubara diberikan kepada Badan Usaha dan

koperasidengancaralelang.
257 (2)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

digolongkansesuai:
258 a.kemampuanadministratif/manajemen;
259 b.kemampuanteknis;
260 c.kemampuanpengelolaanlingkungan;dan
261 d.kemampuanfinansial.
262 (3)Ketentuanlebihlanjutmengenailelangsebagaimana

dimaksud pada ayat (1)diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

263 35.KetentuanPasal61diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

264 Pasal61
(1)PemegangIUPEksplorasiBatubaradiberiWIUPdengan

luaspalingbanyak50.000(limapuluhribu)hektar.
265 (2)PemberianIUPekplorasisebagaimanadimaksudpada

ayat(1)harusdilakukandenganmempertimbangkan:
266 a.tataruang; UsulanKKP

Penyempurnaan
rumusanPasal61
ayat (2) huruf a
menjadi
Rencanatataruang
wilayah
UsulanKKP
Menambahkan
Pasal61 ayat(2)
hurufb
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rencanatataruang
lautatau rencana
zonasi

267 b.pelestarianlingkungan;
268 c.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam

satu wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatau
antarProvinsi,kabupaten,kota;

269 d.jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan
jenisizinPertambanganyanglain;

270 e.prioritaspemberianjenisizinPertambangan;
271 f.kecukupanlahan;dan
272 g.jumlahcadanganBatubara.
273 (3)Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi

BatubaradapatdiberikanIUPkepadapihaklainuntuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda.

274 (4)PemberianIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukansetelahmempertimbangkanpendapat
daripemegangIUPpertama.

275 (5)Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk
mengusahakan Minerallain yang keterdapatannya
berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
pemegangIUPsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
wajibmemilikiizinuntukmengusahakanMinerallain
yangketerdapatannyaberbedasebagaimanadimaksud
padaayat(3).

276 36.Ketentuanayat(1)Pasal65diubahsehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

277 Pasal65
(1)BadanUsaha dan koperasisebagaimana dimaksud
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dalam Pasal51,Pasal54,Pasal57,danPasal60yang
melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi
persyaratanadministratif,persyaratanteknis,persyaratan
lingkungan,danpersyaratanfinansial.

278 (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
administratif,persyaratanteknis,persyaratanlingkungan,
danpersyaratanfinansialsebagaimanadimaksudpada
ayat(1)diaturdenganPeraturanPemerintah.

279 37.KetentuanPasal67diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

280 Pasal67
(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya

memberikanIPRterutamakepadapenduduksetempat,
baikkelompokmasyarakatataukoperasi.

281 (2)PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya
dapatmelimpahkankewenanganpelaksanaanpemberian
IPRsebagaimanadimaksudpadaayat(1)kepadakepala
daerahdibawahnyasesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.

282 (3)PemberianIPR sebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dan ayat(2)untukkelompokmasyarakatataukoperasi
diberikandengansyarat:

283 a.menggunakanperalatanteknisPertambanganyang
sederhana;dan

284 b.memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan
dengan jeniskomoditasPertambangan.

285 (4)Untukmemperoleh IPR sebagaimana dimaksudpada
ayat (1),pemohon wajib menyampaikan surat
permohonankepadaPemerintahDaerahsesuaidengan
kewenangannya.
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286 38.KetentuanPasal68diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

287 Pasal68
(1)Luaswilayahuntuk1(satu)IPRyangdapatdiberikan

kepada:
288 a.kelompokmasyarakatpalingbanyak5(lima)hektar;

dan/atau
289 b.koperasipalingbanyak10(sepuluh)hektar.
290 (2)PemberianIPRsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

harusdilakukandenganmempertimbangkan:
291 a.tataruang; UsulanKKP

Penyempurnaan
rumusanPasal61
ayat (2) huruf a
menjadi
Rencanatataruang
wilayah
UsulanKKP
Menambahkan
Pasal68 ayat(2)
hurufb
rencanatataruang
lautatau rencana
zonasi

292 b.pelestarianlingkungan;
293 c.jaminantidakadatumpangtindihizindalam satu

wilayahProvinsi,kabupaten,ataukotaatauantar
Provinsi,kabupaten,kota;

294 d.jaminantidakadatumpangtindihizindenganIPR,
IUP,dan/atauIUPKyanglain;dan
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295 e.kecukupanlahan.
296 (3)IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10

(sepuluh)tahun dandapatdiperpanjang2(dua)kali
masing-masing5(lima)tahun.

297 39.DiantaraketentuanPasal70danPasal71disisipkan1
(satu)pasal,yakniPasal70A,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

298 Pasal70A
Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR-nya
kepadapihaklain.

299 40.KetentuanPasal72diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

300 Pasal72
Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara dan syarat
pemberian IPR diaturmasing-masing dengan peraturan
daerahsesuaidengankewenangannya.

301 41.KetentuanPasal73diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

302 Pasal73
(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya

melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan,
teknologi Pertambangan, serta permodalan dan
pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan
UsahaPertambanganrakyat.

303 (2)PemerintahDaerah sesuai dengan kewenangannya
bertanggungjawabterhadappengamananteknispada
UsahaPertambanganrakyatyangmeliputi:

304 a.keselamatandankesehatankerja;
305 b.pengelolaanlingkunganhidup;dan
306 c.Pascatambang.
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307 (3)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
wajib mencatathasilproduksidariseluruhkegiatan
Usaha Pertambangan rakyat yang berada dalam
wilayahnyadanmelaporkannyasecaraberkalapaling
sedikit6bulansekalikepadaMenteridanditembuskan
kepadapemerintahkabupaten/kota.

308 42.DiantaraketentuanPasal73danPasal74disisipkan1
(satu)PasalyaituPasal73A,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

309 Pasal73A
(1)Untukmelaksanakanpengamananteknissebagaimana

dimaksuddalam Pasal73ayat(2),PemerintahDaerah
sesuaidengan kewenangannya wajib mengangkat
pejabatfungsionalinspekturtambangsesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.

310 (2)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur
tambangdisetiapWPR.

311 (3)Penempatan pejabat fungsionalinspektur tambang
sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilakukandengan
mempertimbangkan:

312 a.Kualifikasidanpersyaratan;dan
313 b.cakupanluasWPR.
314 (4)Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya belum mempunyaiatau kekurangan
pejabatfungsionalinspekturtambang,Menteriwajib
menugaskaninspekturtambangyangsudahdiangkat
untukmelaksanaanpembinaandanpengawasan.

315 43.KetentuanPasal75ditambahkan2(dua)ayatsetelah
ayat(4)yakniayat(5)danayat(6),sehinggamenjadi:
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316 Pasal75
(1)PemberianIUPKsebagaimanadimaksuddalam Pasal

74 ayat (1)dilakukan berdasarkan pertimbangan
sebagaimanadimaksuddalamPasal28.

317 (2)IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat
diberikankepadabadanusahayangberbadanhukum
Indonesia,baikberupabadanusahamiliknegara,badan
usahamilikdaerah,maupunbadanusahaswasta.

318 (3)Badan usaha milik negara dan badanusaha milik
daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mendapatprioritasdalammendapatkanIUPK.

319 (4)Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada
ayat(2)untukmendapatkanIUPKdilaksanakandengan
caralelangWIUPK.

320 (5)Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digolongkansesuai:

321 a.kemampuanadministratif/manajemen;
322 b.kemampuanteknis;
323 c.kemampuanpengelolaanlingkungan;dan
324 d.kemampuanfinansial.
325 (6)Ketentuanlebihlanjutmengenailelangsebagaimana

dimaksud pada ayat (1)diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

326 44.DiantaraPasal87danPasal88disisipkan5(lima)pasal,
yakniPasal87A sampaidenganPasal87Esehingga
berbunyisebagaiberikut:

327 Pasal87A
Menteridan/atauPemerintahDaerahsesuaidengan
kewenangannyaberkewajibanmenyediakandatadan
informasiPertambanganuntuk:
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328 a.menunjangpenyiapanWP;
329 b.pengembanganilmupengetahuandanteknologi;dan
330 c.alihteknologipertambangan.
331 Pasal87B

(1)Pengelolaan data dan informasi Pertambangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal87A dilakukan
olehpusatdatadaninformasiPertambangan.

332 (2)Pusatdatadaninformasipertambangansebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
informasitentang:

333 a.petainformasigeospasialdasardantematik;
334 b.jumlahdanluasWP;
335 c.jumlahpemegangIUP,IUPK,danIPR;
336 d.potensisumberdaya;
337 e.sebaranpotensi;
338 f.jumlahizinpermodalan;
339 g.informasiperuntukkandantataruangwilayah;
340 h.volumeproduksi;
341 i. ReklamasidanKegiatanPascatambang
342 j. datageologi;
343 k.saranadanprasaranaUsahaPertambangan;
344 l. peluangdantantanganinvestasi;dan
345 m.pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan

pendampingan.
346 Pasal87C

(1)Lembagayangberwenanguntukmengelolainformasi
sebagaimanadimaksud dalam Pasal87B ayat(2)
huruffdanhurufjberkewajibanmenyampaikandata
dan informasikepada pusat data dan informasi
Pertambangan.
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347 (2)Informasiyangdisampaikan sebagaimanadimaksud
padaayat(1)harusmutakhir,akurat,dancepat.

348 Pasal87D
Hasil penyelidikan dan penelitian Pertambangan
sebagaimanadimaksuddalamPasal87wajibdisampaikan
kepadapusatdatadaninformasipertambangan.

349 Pasal87E
(1)Pusatdata daninformasiPertambangansebagaimana

dimaksuddalam Pasal87Bayat(1)wajibmenyajikan
informasiPertambangansecaraakurat,mutakhir,dan
dapatdiaksesdenganmudahdancepatolehpemegang
izinPertambangandanmasyarakat.

350 (2)JenisdatadaninformasiPertambanganyangdapat
diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangandibidangketerbukaaninformasi
publik.

351 45.KetentuanPasal89diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

352 Pasal89
Ketentuan lebih lanjutmengenaitata cara penugasan
penyelidikandanpenelitiansebagaimanadimaksuddalam
Pasal87,jenis-jenis data,serta pusatdan data dan
informasisebagaimanadimaksuddalam Pasal87A,Pasal
87B,danPasal87C,jenisdatayangdapatdiaksesatau
tidakdapatdiaksessebagaimanadimaksuddalam Pasal
87E,danpengolahandatasebagaimanadimaksuddalam
Pasal88diaturdenganPeraturanPemerintah.

353 46.KetentuanPasal93diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:
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354 Pasal93
(1)PemegangIUPdanIUPKdilarangmemindahtangankan

IUPdanIUPKkepadapihaklain.
355 (2)Laranganpemindahan IUP dan IUPK sebagaimana

dimaksud padaayat(1)dapatdikecualikandalam hal
pemegangIUPdanIUPK:

356 a.telahmengalihankepemilikandan/atausahamnya
dibursasahamIndonesia;dan

357 b.telahmelakukankegiatanEksplorasipadatahapan
tertentu.

358 (3)Pengalihankepemilikandan/atausaham sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)hanyadapatdilakukandengan
syarat:

359 a.memberitahu kepada Menteriatau Pemerintah
Daerahsesuaidengankewenangannya;dan

360 b.sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan.

361 47.Ketentuanayat(2)Pasal99,substansitetapdan
penjelasannyadiubah

362 47.KetentuanPasal99diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

363 Pasal99
(1)SetiappemegangIUP danIUPK wajibmenyerahkan

rencanaReklamasidanrencanaPascatambangpada
saatmengajukanpermohonanIUP OperasiProduksi
atauIUPKOperasiProduksi.

364 (2)PelaksanaanReklamasidanKegiatanPascatambang
dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan
Pascatambang.

365 (3)SetiappemegangIUPdanIUPKwajibmengembalikan



NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN

lahanPascatambangkembalisepertisemulasesuai
dengankaidah-kaidahlingkunganhidup.

367 (4)Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana
dimaksudpadaayat(2)dankewajibanmengembalikan
lahan Pascatambang kembali seperti semula
sebagaimana dimaksud pada ayat(3)dicantumkan
dalam perjanjianpenggunaantanahantarapemegang
IUPatauIUPKdanpemeganghakatastanah.

368 48.Ketentuanayat(2)Pasal100diubah,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

369 Pasal100
(1)Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana

jaminanReklamasidandanajaminanPascatambang
370 (2)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannyadapatmenetapkanpihakketigauntuk
melakukanReklamasidanPascatambangdengandana
jaminansebagaimanadimaksudpadaayat(1).

371 (3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberlakukanapabilapemegangIUP atauIUPK tidak
melaksanakan Reklamasidan Pascatambang sesuai
denganrencanayangtelahdisetujui.

372 49.KetentuanPasal101diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

373 Pasal101
Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban
melaksanakan kegiatanReklamasidan Pascatambang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal96hurufcdan
Pasal99,dana jaminan Reklamasidan dana jaminan
Pascatambangsebagaimanadimaksuddalam Pasal100
ayat(1)sertamekanismepengembaliandanajaminan
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Reklamasi dan jaminan Pascatambang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal100 ayat(4) diaturdengan
PeraturanPemerintah.

374 50.KetentuanPasal102diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

375 Pasal102
PemegangIUPdanIUPKwajibmeningkatkannilaitambah
sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam
pelaksanaanPenambangan,Pengolahandan Pemurnian,
sertapemanfaatanMineraldanBatubaramelalui:

376 a.PengolahandanPemurnianMinerallogam;
377 b.PengolahandanPemurnianMineralbukanlogam;
378 c.pengolahanbatuan;
379 d.pengolahanBatubara;dan/atau
380 e.pemanfaatanBatubara.
381 51.KetentuanPasal103diubah,sehinggaberbunyisebagai

berikut:
382 Pasal103

(1)PemegangIUP danIUPK OperasiProduksi wajib
melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil
Penambangandidalamnegeri.

383 (2)Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud
padaayat(1)diutamakandilakukandiWIUPpemegang
IUPdanIUPKOperasiProduksi.

384 (3)PelaksanaanPengolahandanPemurniansebagaimana
dimaksudpadaayat(1)harusmemperhatikan:

385 a.wilayahperuntukankawasanPertambangan;
386 b.potensiprodukPertambangan;
387 c.ketersediaansaranadanprasanapendukung;
388 d.pelestarianlingkungan;
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389 e.kecukupanlahan;
390 f.WUP,WUPK,danWPR;dan
391 g.kelayakansecarakeuangandanekonomi.
392 (4)Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatmelakukan
sendiriataubekerjasamadalammelakukanPengolahan
dan Pemurnian hasil Penambangan berdasarkan
pertimbangankeekonomian.

393 (5)Selain pemegang IUP dan IUPK OperasiProduksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pemerintah
PusatatauBadanUsahadapatmelakukanPengolahan
danPemurnianhasilPenambangan.

394 (6)Pemegang IUP atau IUPK OperasiProduksiyang
melakukansendiriPengolahandanPemurnianMineral
melaluipembangunansmelterdanpeningkatannilai
tambah Batubara melaluipembangunan pembangkit
listriktenagauap,diberikaninsentiffiskaldaninsentif
non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

395 (7)Insentifnon-fiskalsebagaimanadimaksudpadaayat(5)
berupa:

396 a.perpanjangan IUP atau IUPK OperasiProduksi
secara langsungselama 20 (dua puluh)tahun
atau kurang dari20 (dua puluh)tahunsesuai
dengannilaikeekonomiantambang;

397 b.bagipemegangIUP atauIUPK OperasiProduksi
lama mendapat jaminan tidak mendapatkan
pengurangan luasWIUP pada saatperpanjangan
izin;dan

398 c.bagipemegangIUP atauIUPK OperasiProduksi
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barumendapattambahanluasWIUP.
399 (8)Dalam halpemegangIUPdanIUPKOperasiProduksi

yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian
sebagaimana dimaksud pada ayat(5),Pemerintah
menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil
PengolahandanPemurnian.

400 52.KetentuanPasal104diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

401 Pasal104
(1)Untuk Pengolahan dan Pemurnian,pemegang IUP

Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat
melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau
koperasiyangtelahmendapatkanIUPatauIUPK.

402 (2)IUP yang didapat badan usaha atau koperasi
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikeluarkanoleh
Menteri atau Pemerintah Daerahsesuaidengan
kewenangannya.

403 (3)Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)dilarang melakukan Pengolahan
dan Pemurnian darihasilPenambangan yang tidak
memilikiIUP,IPR,atauIUPK.

404 53.DiantaraPasal104danPasal105disisipkan1(satu)
pasal,yakniPasal104A sehingga berbunyisebagai
berikut:

405 Pasal104A
Ketentuanlebihlanjutmengenaipeningkatannilaitambah
sebagaimanadimaksuddalamPasal102,Pengolahandan
Pemurniansebagaimanadimaksuddalam Pasal103dan
Pasal104,sertakewajibansebagaimanadimaksuddalam
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Pasal103AdiaturdenganPeraturanPemerintah.
406 54.Ketentuanayat(2)Pasal105diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:
407 Pasal105

(1)Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha
Pertambangan yang bermaksud menjual Mineral
dan/atauBatubarayangtergaliwajibterlebihdahulu
memilikiIUPOperasiProduksiuntukPenjualan.

408 (2)IUPOperasiProduksisebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanyadapatdiberikanuntuk1(satu)kali
PenjualanolehMenteriatauPemerintahDaerahsesuai
dengankewenangannya.

409 (3)MineralatauBatubara yang tergalidan akan dijual
sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dikenaiiuran
produksi.

410 (4)BadanUsahasebagaimanadimaksudpadaayat(1)
dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil
Penjualan Mineraldan/atau Batubarayang tergali
kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenangannya.

411 55.KetentuanPasal106diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

412 Pasal106
Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan
pemanfaatan tenaga kerjasetempat,barang,danjasa
dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

413 56.KetentuanPasal112diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

414 Pasal112
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(1)Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yang
sahamnyadimilikiolehasingwajibmelakukandivestasi
saham kepadaPemerintahPusat,PemerintahDaerah,
badan usaha milik daerah,dan/atau badan usaha
swastanasional.

415 (2)Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mekanisme penawaran saham
secara prioritas dan berjenjang kepada Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyamelaluibadanusahamilikdaerah.

416 (3)Dalam halPemerintahPusatatauPemerintahDaerah
sesuai dengan kewenangannya menyatakan tidak
berminatatas penawaran saham secara prioritas,
ditawarkan kepada badan usaha lainnya secara
terbuka.

417 (4)Dalam hal Badan Usaha pemegang IUP Operasi
Produksisahamnyadimilikiolehasinglebihdari51%
(lima puluh satu persen)dan terintegrasi dengan
fasilitasPengolahandanPemurnianataupembangkit
listrik tenaga uap,pelaksanaan kewajiban divestasi
saham dimulaidalam jangkawaktu10(sepuluh)tahun
sejakkegiatanPenambangandilakukan.

418 (5)Ketentuanlebihlanjutmengenaidivestasisebagaimana
dimaksud pada ayat(1)diaturdengan Peraturan
Pemerintah.

419 57.Ketentuanayat(3),ayat(4),danayat(5)Pasal113
diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

420 Pasal113
(1)PenghentiansementarakegiatanUsahaPertambangan

dapatdiberikankepadapemegangIUPdanIUPKapabila
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terjadi:
421 a.keadaankahar;
422 b.keadaan yang menghalangi sehingga

menimbulkan penghentiansebagianatauseluruh
kegiatanUsahaPertambangan;dan/atau

423 c.apabila kondisidaya dukung lingkungan wilayah
tersebut tidakdapatmenanggungbebankegiatan
operasiproduksisumberdaya Mineraldan/atau
Batubarayangdilakukandiwilayahnya.

424 (2)Penghentian sementara kegiatan Usaha
Pertambangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
tidakmengurangimasaberlakuIUPatauIUPK.

425 (3)PermohonanpenghentiansementarakegiatanUsaha
Pertambangansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
hurufadanhurufbdisampaikankepadaMenteriatau
PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.

426 (4)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyawajibmengeluarkankeputusantertulis
diterimaatauditolaknyapermohonan sebagaimana
dimaksudpadaayat(3) disertaidenganalasannya
paling lama 30 (tiga puluh)harisejak diterimanya
permohonan.

427 58.Ketentuan ayat(2)dan ayat(3)Pasal114 diubah,
sehinggaberbunyisebagaiberikut:

428 Pasal114
(1)Jangka waktu penghentian sementara karena

keadaankahardan/ataukeadaanyangmenghalangi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal113 ayat(1)
diberikan paling lama 1 (satu)tahun dan dapat
diperpanjangpalingbanyak1(satu)kaliuntuk1(satu)
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tahun.
429 (2)Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa

penghentiansementaraberakhirpemegangIUP dan
IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya,
kegiatandimaksudwajibdilaporkankepadaMenteri
atauPemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.

430 (3)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya mencabut keputusan penghentian
sementara setelah menerima laporan sebagaimana
dimaksudpadaayat(2).

431 59.DiantaraketentuanPasal115danPasal116disisipkan
1 (satu) Pasal,yakniPasal115A sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

432 Pasal115A
Setiaporangdilarangmerintangiataumengganggukegiatan
usahapertambangandaripemegangIUP,IUPK,danIPRyang
telahmemenuhisyarat.

433 60.KetentuanPasal118diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

434 Pasal118
(1)PemegangIUPatauIUPKdapatmengembalikanIUP

atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada
Menteri atau Pemerintah Daerah sesuaidengan
kewenangannyadandisertaidenganalasanyangjelas.

435 (2)PengembalianIUPatauIUPKsebagaimanadimaksud
pada ayat(1)dinyatakansahsetelahdisetujuioleh
Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannyadansetelahmemenuhikewajibannya.

436 61.KetentuanPasal119diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:
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437 Pasal119
IUPatauIUPKdapatdicabutolehMenteriatauPemerintah
Daerahsesuaidengankewenangannyaapabila:

438 a.pemegangIUPatauIUPKtidakmemenuhikewajiban
yangditetapkandalam IUPatauIUPKsertaperaturan
perundang-undangan;

439 b.pemegang IUP atau IUPK melakukan tindakpidana
sebagaimanadimaksuddalamUndang-Undangini;atau

440 c.pemegangIUPatauIUPKdinyatakanpailit.
441 62.Ketentuanayat(2)Pasal121diubah,sehinggaberbunyi

sebagaiberikut:
442 Pasal121

(1)IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan
sebagaimanadimaksuddalam Pasal117,Pasal118,
Pasal119,danPasal120,PemegangIUPatauIUPK
wajibmemenuhidanmenyelesaikankewajibansesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan.

443 (2)PemegangIUP atauIUPK yangtelahmenyelesaikan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mendapat surat keterangan dari Menteri atau
PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.

444 63.KetentuanPasal122diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

445 Pasal122
(1)IUP atau IUPK yang telah dikembalikan,dicabut,

atauhabismasaberlakunyasebagaimana dimaksud
dalam Pasal121dikembalikankepadaMenteriatau
PemerintahDaerahsesuaidengankewenangannya.

446 (2)WIUPatauWIUPKyangIUP-nyaatauIUPK-nyaberakhir
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditawarkan
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kepadaBadanUsahaataukoperasimelaluimekanisme
sesuaidenganketentuandalamUndang-Undangini.

447 64.KetentuanPasal123diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

448 Pasal123
ApabilaIUPatauIUPKberakhir,pemegangIUPatauIUPK
wajibmenyerahkanseluruhdatayangdiperolehdarihasil
EksplorasidanOperasiProduksikepadaPemerintahDaerah
sesuaidengankewenangannya.

449 65.DiantaraketentuanPasal123danPasal124disisipkan
satu pasalyaituPasal123A yangberbunyisebagai
berikut:

450 Pasal123A
(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya

dapatbekerjasamadenganbadanusahamiliknegara
denganpersetujuanMenteriuntukmelakukankerjasama
penelitianpadaWIUP,WIUK,dan/atauWPRyangtelah
habisizinnya.

451 (2)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuan untuk menjaga kesinambungan Usaha
Pertambangan dan dilakukan dengan
mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan
lingkunganhidup.

452 66.Ketentuanayat(2)Pasal125diubah,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

453 Pasal125
(1)DalamhalpemegangIUPatauIUPKmenggunakanJasa

Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha
PertambangantetapdibebankankepadapemegangIUP
atauIUPK.
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454 (2)Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapatberupa
BadanUsahaataukoperasisesuaidengan klasifikasi
dankualifikasiyangtelahditetapkanolehMenteri.

455 (3)PelakuusahaJasaPertambanganwajibmenggunakan
kontraktorlokaldanmenggunakantenagakerjalokal.

456 67.DiantaraketentuanPasal125danPasal126disisipkan
satu pasalyaituPasal125A yangberbunyisebagai
berikut:

457 Pasal125A
(1)Kegiatan Penambangan untuk memisahkan Mineral

yang disasar dan unsur-unsurlainnya yang tidak
diperlukan dapatdilakukan olehpemegangizinjasa
UsahaPertambangan.

458 (2)Pemegang izin jasa Usaha Pertambangan
sebagiamanadimaksudpadaayat(1)harusmemenuhi
syarat:

459 d.memilikiperalatandantenagateknisPertambangan
yangkompeten;dan

460 e.mengangkatpenanggungjawaboperasionaluntuk
bertanggung jawab dalam kegiatan operasi
Penambangan

461 68.Ketentuanayat(2)Pasal129diubah,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

462 Pasal129
(1)PemegangIUPKOperasiProduksiuntukpertambangan

minerallogam dan batubara wajib membayar
sebesar4%(empatpersen)kepadaPemerintahdan6%
(enam persen) kepada pemerintah daerah dari
keuntunganbersihsejakberproduksi.

463 (2)Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
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padaayat(1)diatursebagaiberikut:
464 a.pemerintahprovinsimendapatbagiansebesar1%

(satupersen);
465 b.pemerintah kabupaten/kota penghasilmendapat

bagiansebesar2,5%(duakomalimapersen);dan
467 c.pemerintahkabupaten/kotalainnyadalam provinsi

yang samamendapatbagiansebesar2,5% (dua
komalimapersen).

468 69.KetentuanPasal139diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

469 Pasal139
(1)Menteri melakukan pembinaan terhadap

penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenangannya.

470 (2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
meliputi:

471 a.pemberian pedoman dan standar pelaksanaan
pengelolaanUsahaPertambangan;

472 b.pemberianbimbingan,supervisi,dankonsultasi;
473 c.pendidikandanpelatihan;dan
474 d.perencanaan, penelitian, pengembangan,

pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
penyelenggaraan UsahaPertambangandibidang
MineraldanBatubara.

475 (3)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya bertanggung jawab melakukan
pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha
PertambanganyangdilakukanolehpemegangIUP,IPR,
atauIUPK.
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476 70.KetentuanPasal140diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

477 Pasal140
(1)Menteri melakukan pengawasan terhadap

penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai
dengankewenangannya.

478 (2)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuaidengan
kewenangannya melakukan pengawasan atas
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang
dilakukanolehpemegangIUP,IPR,atauIUPK.

479 71.Diantaraketentuanayat(2)dan ayat(3)Pasal141
disisipkan3(tiga)ayat,yakniayat(2a),ayat(2b),danayat
(2c),sehinggaPasal141berbunyisebagaiberikut:

480 Pasal141
(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

140,antaralain,berupa:
481 a.teknisPertambangan;
482 b.pemasaran;
483 c.keuangan;
484 d.pengolahandataMineraldanBatubara;
485 e.konservasisumberdayaMineraldanBatubara;
486 f.keselamatandankesehatankerjaPertambangan;
487 g.keselamatanoperasiPertambangan;
488 h.pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan

Pascatambang;
489 i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan

kemampuanrekayasadanrancangbangundalam
negeri;

490 j. pengembangantenagakerjateknisPertambangan;
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491 k.pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
setempat;

492 l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan
teknologiPertambangan;

493 m.kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan Usaha
Pertambanganyangmenyangkutkepentinganumum;

494 n.pengelolaanIUPatauIUPK;dan
495 o.jumlah,jenisdanmutuhasilUsahaPertambangan
496 (2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

hurufa,hurufe,huruff,hurufg,hurufh,danhurufl
dilakukan oleh inspekturtambang sesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.

497 (2a)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)danayat(2)dilakukansecaraberkala,danlaporan
hasilpengawasannya disampaikan kepada publik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

498 (2b)PemerintahPusatdan/atauPemerintahDaerahsesuai
dengankewenangannyawajibmenempatkanpejabat
fungsionalinspekturtambang disetiapWIUP atau
WIUPK.

499 (2c)Penempatan pejabatfungsionalinspekturtambang
sebagaimana dimaksud pada ayat(2a)dilakukan
denganmempertimbangkan:

500 a.kualifikasidanpersyaratan;dan
501 b.cakupanluasWIUPatauWIUPK.
502 (3)Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya belum mempunyaiatau kekurangan
pejabatfungsionalinspekturtambang,Menteriwajib
menugaskaninspekturtambangyangsudahdiangkat
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untuk melaksanaan pembinaan dan pengawasan
sebagaimanadimaksudpadaayat(2).

503 72.KetentuanPasal142diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

504 Pasal142
(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya

wajibmelaporkanpelaksanaanUsahaPertambangandi
wilayahnyamasing-masingsekurang-kurangnyasekali
dalam6(enam)bulankepadaMenteri.

505 (2)Pemerintah Pusat dapatmemberiteguran kepada
Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
apabiladalampelaksanaankewenangannyatidaksesuai
denganketentuanUndang-Undanginidanketentuan
peraturanperundang-undanganlainnya.

506 73.KetentuanPasal143diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

507 Pasal143
(1)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pengelolaanUsahaPertambanganrakyat.

508 (2)Pemerintah Daerah sesuaidengan kewenangannya
dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
kepada kepala daerah dibawahnya sesuaidengan
ketentuanperaturanperundang-undangan.

509 (3)Pembinaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)antara
lainberupa:

510 a.perencanaan;
511 b.kaidahPertambanganyangbaik;
512 c.PengolahandanPermunian,sertapemasaranhasil
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Pertambangan;
513 d.penelitiandanpengembangan;
514 e.pengembangansumberdayamanusia;
515 f.pembiayaanUsahaPertambangan;dan
516 g.pemberianrekomendasipenanamanmodal.
517 (4)Pembinaandanpengawasansebagaimanadimaksud

pada ayat(1)danayat(3)dilakukansecaraberkala,
dan laporan hasilpembinaan dan pengawasannya
disampaikan kepadapubliksesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.

518 (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan
pengawasan Pertambangan rakyat diatur dengan
peraturandaerahsesuaidengankewenangannya.

519 74.KetentuanPasal145diubah,sehinggaberbunyisebagai
berikut:

520 Pasal145
(1)Masyarakatyangterkenadampaknegatiflangsungdari

kegiatanUsahaPertambanganberhak:
521 a.memperolehgantirugiyanglayakakibatkesalahan

dalampengusahaankegiatanPertambangan sesuai
denganketentuanperaturanperundang-undangan;

522 b.mengajukangugatankepadapengadilanterhadap
kerugianakibatpengusahaanPertambanganyang
menyalahiketentuan;

523 c.mengajukan permohonan untuk melakukan
evaluasi,keberatan,dan/atau menolak terhadap
pemberian IUP,IUPK,atau IPRkepadaMenteri
atau Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya;dan

524 d.mendapatkanpendampinganberupabantuandan
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perlindunganhukum dariancamanataugangguan
akibatpengusahaanWP.

525 (2)Pengajuanpermohonansebagaimanadimaksud ayat
(1)hurufc,dapatdisampaikanolehmasyarakatmelalui
bupati/walikota.

526 (3)Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara
memperoleh ganti rugi, mengajukan gugatan,
mengajukan permohonan, dan mendapatkan
pendampingansebagaimanadimaksudpadaayat(1)
diaturdenganPeraturanPemerintah.

527 77.Diantara Pasal145 dan Pasal146 disisipkan satu
pasalyakniPasal145Ayangberbunyisebagaiberikut:

528 Pasal145A
Setiap pemegang IUP dan/atau IUPK harus
menyelenggarakanprogramdankegiatantanggungjawab
sosialdalam rangka terwujudnya pembangunan yang
berkelanjutanyangdilaksanakansesuaidenganketentuan
peraturanperundang-undangan.

529 78.Ketentuanayat(1)diubahdandiantaraayat(2)huruf
adanhurufbdisisipkan2(dua)huruf,yaknihurufa.1.,
hurufa.2.,danhurufa.3.sehinggaPasal151 berbunyi
sebagaiberikut:

530 Pasal151
(1)Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya berhak memberikan sanksi
administratifkepadapemegangIUP,IPRatauIUPKatas
pelanggaranketentuansebagaimanadimaksuddalam
Pasal40ayat(3),Pasal40ayat(5),Pasal41,Pasal
43,Pasal52ayat(5),Pasal55ayat(5),Pasal58ayat
(5),Pasal61ayat(5),Pasal70,Pasal71ayat(1),
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Pasal74ayat(4),Pasal74ayat(6),Pasal81ayat(1)
danayat(2),Pasal93ayat(1),Pasal95,Pasal96,Pasal
97Pasal98,Pasal99(2)danayat(3),Pasal100,
Pasal102,Pasal103ayat(1),Pasal103Aayat(1),
Pasal104ayat(3),Pasal105ayat(1),ayat(3),dan(4),
Pasal106,Pasal107,Pasal108ayat(1),Pasal110,
Pasal111ayat(1),Pasal112ayat(1),Pasal114ayat(2),
Pasal115ayat(2),Pasal123,Pasal124ayat(1),Pasal
125ayat(3),Pasal126ayat(1),Pasal128ayat(1),
Pasal129ayat(1),atauPasal130ayat(2).

531 (2)Sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat
(1)berupa:

532 a.peringatantertulis;
533 a.1.denda
534 a.2.gantirugi
535 a.3.sanksimembayarsejumlahuang
536 b.penghentian sementara sebagiaan atau seluruh

kegiatanEksplorasiatauOperasiProduksi;dan/atau
537 c.pencabutanIUP,IPR,atauIUPK
538 79.KetentuanPasal156diubah,sehinggaberbunyisebagai

berikut:
539 Pasal156

Ketentuan lebih lanjutmengenaijenis,besaran denda,
tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi
administratif sebagaimana dimaksuddalam Pasal151
danPasal152diaturdenganPeraturanPemerintah.

540 80.KetentuanPasal157dihapus.
541 81.KetentuanPasal158diubahsehinggaberbunyisebagai

berikut:
542 Pasal158

Setiaporangyangmelakukanusahapertambanganyang
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tidakmempunyaiIUP,IPR,atauIUPKsebagaimanadimaksud
dalamPasal35dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5
(lima)tahundandendapalingbanyakRp100.000.000.000,00
(seratusmiliarrupiah).

543 82.KetentuanPasal159diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

544 Pasal159
Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengaja
menyampaikanlaporansebagaimanadimaksuddalamPasal
43ayat(1),Pasal70hurufe,Pasal81ayat(1),Pasal105
ayat(4),Pasal110,atauPasal111ayat(1)dengantidak
benaratau menyampaikan keterangan palsu dipidana
dengan pidanapenjarapalinglama5 (lima)tahundan
dendapalingbanyakRp100.000.000.000,00(seratusmiliar
rupiah).

545 83.Ketentuanayat(1)Pasal160dihapus,sehinggaberbunyi
sebagaiberikut:

546 Pasal160
(1)Dihapus.

547 (2)Setiap orang yang mempunyaiIUP Eksplorasitetapi
melakukankegiatanOperasiProduksidipidanadengan
pidanapenjarapalinglama5(lima)tahundandenda
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah).

548 84.KetentuanPasal161diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

549 Pasal161
SetiaporangataupemegangIUPOperasiProduksiatau
IUPKOperasiProduksiyangmenampung,memanfaatkan,
melakukan Pengolahan dan Pemurnian,Pengangkutan,
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PenjualanMineraldanBatubarayangbukandaripemegang
IUP,IUPK,atauizinsebagaimanadimaksuddalam Pasal
37,Pasal40ayat(3),Pasal43ayat(2),Pasal48,Pasal67
ayat(1),Pasal74ayat(1),Pasal81ayat(2),Pasal103
ayat(2),Pasal104ayat(3),atauPasal105ayat(1)
dipidanadenganpidanapenjarapalinglama5(lima)tahun
dandendapalingbanyakRp100.000.000.000,00(seratus
miliarrupiah).

550 85.DiantaraPasal161danPasal162disisipkan1(satu)
pasal,yakni,Pasal161A sehingga berbunyisebagai
berikut:

551 Pasal161A
Setiap pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang
memindahtangankan IUP,IUPK,atauIPRnyakepadapihak
lainsebagaimanadimaksuddalamPasal70AdanPasal93
ayat(1)dipidanapalinglama2(dua)tahunpenjaradan
denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).

552 86.KetentuanPasal162diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

553 Pasal162
Setiaporangyangmerintangiataumengganggukegiatan
UsahaPertambangandaripemegangIUP,IUPK,danIPR
yangtelahmemenuhisyaratsebagaimanadimaksuddalam
Pasal115Adipidanadenganpidanakurunganpalinglama1
(satu)tahunataudendapalingbanyakRp100.000.000,00
(seratusjutarupiah).

554 87.KetentuanPasal164diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

555 Pasal164
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Selainketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal158,
Pasal159,Pasal160,Pasal161,Pasal161A,danPasal162
kepadapelakutindakpidanadapatdikenaipidanatambahan
berupa:

556 a.perampasanbarangyangdigunakandalam melakukan
tindakpidana;

557 b.perampasan keuntungan yang diperoleh daritindak
pidana;dan/atau

558 c.kewajibanmembayarbiayayangtimbulakibattindak
pidana.

559 88.KetentuanPasal165dihapus.
560 89.KetentuanPasal169diubahsehinggaberbunyisebagai

berikut:
561 Pasal169

PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku:
562 a.Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum
berlakunyaUndang-Undanginitetapdiberlakukansampai
jangkawaktuberakhirnyakontrak/perjanjian.

563 b.Ketentuanyangtercantum dalam pasalKontrakKarya
dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a
disesuaikan selambat-lambatnya1 (satu)tahun sejak
Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai
penerimaannegara.

564 c.Pengecualianterhadappenerimaannegarasebagaimana
dimaksud pada hurufb adalah upaya peningkatan
penerimaannegara.

565 89.DiantaraPasal169danPasal170disisipkan3(tiga)
pasal,yakniPasal169A,Pasal169B,Pasal169C,dan
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Pasal169Dsehinggaberbunyisebagaiberikut:
566 Pasal169A

(1)Dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana
dimaksuddalamPasal169hurufaberakhir,pemegang
kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara memiliki hak untuk
mengusahakankembaliWilayahPertambangantersebut
dalam bentukIUPKperpanjanganuntukjangkawaktu
palinglama2(dua)kali10(sepuluhtahun).

567 (2)Kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan
pertambangan batubara yang telah melakukan
penyesuaiansebagaimanyadinyatakandalamPasal169
hurufbdiberikanhakuntukmengusahakankembali
Wilayah Pertambangan dengan diberikan IUPK
dengan luas wilayahsesuaidengan rencana kerja
seluruhwilayahtambangyangtelahdisetujuidalam
penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya
pengusahaanpertambanganbatubara.

568 Pasal169B
(1)Dalam hal kontrak karya dan perjanjian karya

pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana
dimaksuddalam Pasal169hurufatelahberakhir,dan
tidaktermasukwilayahIUPKperpanjangan,WPharus
dikembalikankepadanegaradandilakukanproseslelang
sepertiWPbaru.

569 Pasal169C
(1)Kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan

pertambangan batubara yang telah melakukan
penyesuaiansebagaimanadimaksuddalam Pasal169
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dantelahterintegrasidenganfasilitasPengolahandan
Pemurnian atau pembangkitlisrik diberikan insentif
berupa:

570 a.hak mengusahakan kembaliWP dalam bentuk
IUPKbaruuntukjangkawaktu20(duapuluh)tahun
dandapatdiperpanjang2(dua)kali10(sepuluh)
tahun;dan

571 b.luaswilayahseluruhWPyangtelahdisetujuidalam
penyesuaiankontrak karya maupun perjanjian
karya pengusahaanpertambanganbatubaratidak
berubah.

572 (2)Wilayah kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaan pertambangan batubara yang tidak
menjadi bagian dari IUPK Operasi Produksi,
perpanjangannya ditetapkan menjadiIUPK Operasi
Produksi,apabila telah dilakukan Studi Kelayakan
secara bersama masih memilikipotensicadangan
MineralatauBatubarauntukdiusahakan.

573 (3)Badan Usaha dapat melakukan Studi Kelayakan
secara bersamadenganpemerintahatasbiayabadan
usaha,setelahmendapatpersetujuanMenteridengan
mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan
lingkunganhidup.

574 (4)Menterimelakukaninventarisasiwilayahkontrakkarya
dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubarasebelum melakukanStudiKelayakansecara
bersama,paling lambat 1 (satu) tahun sebelum
berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya
pengusahaanpertambanganbatubara.

575 (5)BadanusahayangtelahmelakukanStudiKelayakan
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secarabersamamemperolehhakuntukdapatsecara
langsung mengajukan permohonan mendapatIUPK
EksplorasiatauIUPKOperasiProduksiterhadapwilayah
tersebut.

576 Pasal169D
PadasaatUndang-Undanginimulaiberlaku:

577 a.semua IUP,IUPK,dan IPR yang telah adasebelum
berlakunyaUndang-Undanginidinyatakantetapberlaku
sampaiberakhirnyaizin;

578 b.ketentuanyangtercantum dalam IUP,IUPK,danIPR
sebagaimanadimaksudpadahurufaharusdisesuaikan
selambat-lambatnya2(dua)tahunsejakUndang-Undang
inidiundangkan

579 Pasal169E
Dalam rangka penyesuaian IUP, IUPK, dan IPR,
bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya wajib
menyerahkandokumenIUP,IUPK,danIPR yang telah
diterbitkansebelum berlakunyaUndang-Undanginikepada
MenteriatauGubernurdalam jangkawaktupalinglama1
(satu)tahunsejakberlakunyaUndang-Undangini.

580 90.KetentuanPasal170diubahsehinggaberbunyisebagai
berikut:

581 Pasal170
(1)Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 169 yang sudah berproduksiwajib
melakukan Pengolahan dan Pemurniansebagaimana
dimaksuddalamPasal103ayat(1)palinglama2(dua)
tahunsejakUndang-Undanginidiundangkan.

582 (2)Pemegangkontrakkarya,perjanjiankaryapengusahaan
pertambanganbatubara,danIUPdan/atauIUPKOperasi
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Produksiyang:
583 a.telah melakukan kegiatan Pengolahan dan

Pemurnian;
584 b.dalam prosespembangunanfasilitasPengolahan

danPemurnian;dan/atau
585 c.telah melakukan kerjasama Pengolahan dan

PemurniandenganpemegangIUPOperasiProduksi
lainnyaatauIUP OperasiProduksikhususuntuk
PengolahandanPemurnian;

586 dapatmelakukanPenjualanprodukhasilPengolahandan
Pemurniandalam jumlahtertentukeluarnegeridanwajib
membayarbeakeluarsesuaidenganketentuanperaturan
perundang-undangan.

587 (3)Bea keluarsebagaimana dimaksud pada ayat(2)
hanyadapatdigunakanuntukmendukungpembangunan
fasilitasPengolahandanPemurnian.

588 91.DiantaraPasal170danPasal171disisipkansatu
pasal,yakniPasal170A sehinggaberbunyisebagai
berikut:

589 Pasal170A
(1)Pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat
melakukanPenjualanprodukhasilpengolahandalam
jumlahtertentukeluarnegeriuntukjangkawaktupaling
lama2(dua)tahundanwajibmembayarbeakeluar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

590 (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksi
hasilpengolahanyang dapatdieksporsebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diaturdalam Peraturan
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Menteri.
591 92.DiantaraPasal172danPasal173disisipkan1(satu)

pasalyakniPasal172Ayangberbunyisebagaiberikut:
592 Pasal172A

(1)Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi
diajukandalam jangkawaktupalingcepat4(empat)
tahundanpalinglambatdilakukandalamjangkawaktu1
(satu)tahunsebelum berakhirnyaIUPOperasiProduksi
untukMinerallogam,Mineralbukanlogamjenistertentu,
danBatubara.

593 (2)PermohonanperpanjanganuntukIUPKOperasiProduksi
diajukandalamjangkawaktupalingcepat5(lima)tahun
danpalinglambatdilakukandalamjangkawaktu1(satu)
tahunsebelumberakhirnyaIUPKOperasiProduksiuntuk
Minerallogam,Mineralbukanlogam jenistertentu,dan
Batubara.

594 (3)Pemerintah Pusat memberikan jawaban atas
permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90
(sembilanpuluh)harisejakpermohonandiajukan.

595 PasalII
Undang-Undanginimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

596 Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan
pengundanganUndang-UndanginidalamLembaranNegara
RepublikIndonesia.

597 DisahkandiJakarta
padatanggal...

PRESIDENREPUBLIKINDONESIA

ttd.



NO DRAFTRUUTENTANG USULANPEMERINTAH KETERANGAN

JOKOWIDODO
DiundangkandiJakarta
padatanggal...

MENTERIHUKUMDANHAKASASIMANUSIA
REPUBLIKINDONESIA,

ttd.
YASONNAH.LAOLY

LEMBARANNEGARAREPUBLIKINDONESIA
TAHUN.....NOMOR...


